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TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN i

Menimbang ! 3. bahwa unluk Fenyelenggqaraan Pemily Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Cacrah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 d: tingkat kecamatan,
desa’kelurahan, dan lempal pemungutan suara, maka periu cibentuk
panita pemilihan pada lingkal kecamatan, tingkal desa/kelurahan, dan
tempat pemungutan suara;

b bahwa untuk maksud lersebut pada huruf a. maka periu dietapkan
Organisasi dan Tata Kena Paniia Pemilinan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Svara dan Kelempeok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilu Kepala Daerah dan Waki Kepala Dacrah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2007,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 lenfang Pemitihan Umum
Anggota Dewan Perwakiian Rakyat. Dewan Penwakilan Baerah, dan
Dewan Pervakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4277) sebagaimana telah divbah lerakhir dengan Undang-Undang
Noemor 10 Tahun 2006 tenlang Penelapan Peraturan Pemeriniah
Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 lentang Perudahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemiihan
Umum Anggota Dewan Penwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakya: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Procidon dan Wakii Fiesiden (Lembaran Negora Republik Indonesia

Nemoer 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4311);
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wrhatikan

ctapkan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
lentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 lentang Pemeriniahan Daerah Menjadi Undang-Undang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 lenlang Penyeclenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemiihan. Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Oaerah dan Wakil Kepala Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indenesia Nomo:r 17 Tahun 2005 lenlang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 lentang  Pemitihan,
Pengeszhan Penganckatan, dan Pemberhentian Kepala Daersh dan
Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4494) dan Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007 tentang Perubahan Kedua Ates Peraturan Pemeriatah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan  dan
Pemberhenban Kepala Ozerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembarzn
Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomer 54 Tahun 2003 tentang
Pola OCrganisasi dan Tala Kerja Komisi Pemilihan Umum;

F’u

: Kepulusan Komisi Pemilhan Umum Provinst Sulawesi Selatan Nomor

001/P KWK-SSVI2007 lentang Tahapan, Program, dan Jadual Waklu
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Caerah dan Wakit Kepala Dacrah Provinsi
Sulawes: Selatan Tahun 2007

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN  UMUN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
2007.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam kepulusan ini yang cimaksud dengan:

1

12.

13.

Pemilhan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Setatan,
selanjutnya cisebut Pemilu gubernur dan wakil gubemur adalah sarana unluk memilh
langsung gubernur dan wakil gubemur.

Komisi pemilihan umum provinsi, selanjutnya KPU provinsi adzalah penyelenggara Pemilu
gubemur dan wakil gubemur dan komist pemilihan umum kabupaten/kota, selanjutnya
disebut KPU kabupaten/kola merupakan bagian dari KPU provinsi sebagai penyelenggara
Pemilu gubernur dan waki! gubemur di wilayah kabupaten/kota.

Panitia pemilhan kecamatan dan panilia pemungutan suara, sclanjulnya disebut PPK dan
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupatenkota unluk menyelenggarakan
Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lainnya,

Kelompok penyelenggara pemungulan suara, seianjutnya disebut KPPS adalah kelompaok
yang cibeniuk oleh PPS unluk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat
pemungutan suara.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya disebut pasangan czlon
adalah bakal pasangan calon yang diusulkan oleh panai politik atau gabungan partai politi
yang telah memenchi persyaratan untuk dipikh sebagai Gubemur dan Wekil Gubernur
Su'awesi Selatan.

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan, selanjulnya
disebut pescita Pennlu adalah pasangan calon yang diwwsulkan secara berpasangan oleh
panai politix alau gabungan parta: politix yang telah memenuhi persyaratan untuk cipilih
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Partai pelitik adalah partai pelitk peserta permdihan umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Penwakilan Rakyatl, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gabungan partai politik adalah cua partai pelitik peserta pemikhan umum atau lebih yang
bersama-sama bersepakal mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakid
gubemur.

Tim pelaksana kampanye yang sclanjulnya disebul tim kampanye adalah bm yang
dibentuk olch pasangan calon bersama-sama partai poliik atau gabungan panai polik
yang bertugas dan berkewenzangan membantu penyelenggaraan kampanyc serla
bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebul saksi, zdalah saksi pasangan calon
gubernur dan wekil gubernur yang dibenkan mandal oleh tm kampanye untuk
menyaksikan proses pemungutan dan penghitlungan suara.

Panitia pengawas pemilhan yang selanjulnya disebut Panwas, adalah masing-masing
panitia pengawas Pemiu Kepala Daerah dan Wakd Kepala Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan di tingkat provinsi, kabupatervkola, dan kecamalan,

Pemantau Pemilu Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Oaerah Provinsi Sulawes: Selatan,
selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan pemilihan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selalan yang terdaftar dan telah
memperolch akreditac: dan KPU Provinsi

Pemitih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang becdomisis di wilayah
Provinsi Sulawesi Selalan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum han pemungutan

3
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uara dan berusia sekura ng-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau yang belum berusia 17
ujch belas) tahun tapi sudah/pernah kawin dan tercaflar sebagai pemilih.

arlu pemilih adalah kartu yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya

I tempal pemungulan suara yang berisi nomor induk kependudukan. nama lengkap
emilih, tempattanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih:

‘empat pemungutan suara, sclanjulnya disebut TPS adalah tempal dilaksanakannya
emungutan suara;

‘empal pemungutan suara khusus, selanjutnya discbut TPS khusus adalah tempat
'‘emungulan suara yang bersifat mobde dan digunakan untuk melayani pemilih yang
nempunyai halangan fisik hadir di TPS,

Jaftar penduduk dan pemilih potens:al pilkada, selanjutnya disebut DP4 adalah daftar hasil
rendataan penduduk dan pemikh potensial Pilkada yang dibuat oleh pemenntah daerzh;

Jafar pemilih sementara yang selanjutnya cisebul DPS adalah daftar pemilih yang
lisusun oleh PPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar penduduk dan pemilih
otensial pilkada;

’emutakhiran adalah proses peayusunan daftar pemilih dari daftar pemidinh sementara
nenjadi dafta pemitih tetap:;

Jaftar pemilih baru adalah pemiih yang berusia sckurang-kurangnya 17 (tujuh belas)
ahun tetapr sudah atau pernzh  kawin serta TNUPolr yang kembali menjaci sipil atau
{arena pensiun yang dibuklixan cengan surat keputusan darn pejabal yang benvenang,
iau pemilh yang tidak terdaftar pada daftar pemiliy sementara.

Jaftar pemilin tamdahan adalah dafiar pemiih yang sudah diperbaiki dan divaliasi
ftambah dengan daflar pemil:h bary, dan

Jaftar pemitih telap yang selanjulnya disebul DPT adalzh dafar pemilih sementara dan
Jafiar pemiit tambahan yang sudah ciperdaiki, disahkan dan diumumkan untuk digunakan
iebagai daftar pemitih uniuk penyelenggaraan pemilihan.

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PENYELENGGARA

Pasal 2
Jnluk melaksanakan pemithan di kabupaten/kota dikukuhkan KPU kabupalenvkola
scbagai penyelenggara;
Unlux melaksanakan pemilihan di lingkat kecamatan dibentuk PPK;
Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan dibentuk PPS:
Untuk melaksanakan pemiihan ¢i lempat pemungutan suara dibentuk KPPS:

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS cilaksanakan cleh KPU kabupatenskota dan unluk
melaksanakan tugas di TPS dibentuk KPPS olch PPS atas nama KPU kabupatenxota.

Pasal 3

KPU kabupaten/kota berkedudukan di pusat pemerintahan kabupalen/kola;
PPK berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan;

PPS berkedudukan di desaskelurahan; dan
KPPS berkedudukan di tempat pemungulan suara.

jdih.kpu.go.id/sulsel


https://jdih.kpu.go.id/sulsel

BAB liI
TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Pasal 4

(1) KPU kabupatea/kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban

a.

membaniu KPU provinsi, dalam melakukan pemutakhiran data pemiih, daflar pemdih
sementara, dan dafiar pemilh telap;

b. membentuk PPK, PPS dan KPPS;
c. menenma rekapilulasi dan daftar jumiah pemidih dan PPK dalam penyelenggaraan

pemilu gubemur dan wakil gubemur

d. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi jumizh pemilih kepada KPU provinsi;
e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di lingkal kabupaten/kola yang

m.

n.

telah ditelapkan oleh KPU provinsi;
meiakukan rekapiutasi hasil penghilungan suara di tlingkat kabupaten/kola,
mengumumian hasil rekapitulasi sebagimana dimaksud pada huruf f;

membuat benta acara rekapitulasi  dan  sertifikat hasil penghitungan suara dan
menyerahkan kepada saksi pasangan calon, Panwas kabupalen/kota yang hadir;

menyampaikan berta acara rekapitulasi  dan  sertifikat hasil penghitungan suara
kepada KPU provinsi,

menindaklanjuli dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas
kabupalervkola;

melakukan evaluasi dan mcembual laporan  penyelenggaraan Pemilu di walayah
kernanya;

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dar/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakal;

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang ciberikan cleh KPU provinsi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang dibenkan oleh peraturan
perundang-undangan.

PPK mempunyai lugas. wewenang dan kewajdan.

a.

b.

membaniu KPU provinsi, dan KPU kabupalenkola dalam melakukan pemutakhiran
data pemilih, daftar pemilth sementara, dan daftar pemulih tetap;

membaniu KPU kabupaten/kotz dalam menyelenggarakan Pemilu,

c. melaksanzkan semua tahapan penyelenggaraan Pemidu di lingkat kecamalan yang

telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;

menyusun dan menyampaikan rekapiulas: jumiah pemuilih kepada KPU kabupaten/kota;
mengumpulkan has! penghitungan suara dan seluruh TPS melalui PPS di wilayah
kerjanya,

melakukan rekapitulasi hasi penghriungan suara sebagaimana dimaksud pada hunuf e
dalam rapal yang harus dihadin oleh saksi pasangan calon;

membual berita acara penghilungan suara dan serfikat penghitungan suara dan
imenyeralian hepada asahat pasainyau walun, Jan Menwad yong hedir,

. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

menindakianjuli dengan segera temuan dan 1aporan yang disampaikan olkeh Panwas
kecamalan,
S

jdih.kpu.go.id/sulsel


https://jdih.kpu.go.id/sulsel

n

melakukan evaluasi dan membuat laperan  penyelenggaraan Pemiu di wiiayah
kenanya;

meiaksanzkan scsialisasi penyelenggaraan Pemilu danvatau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

melaksanakan lugas, wewenang, dan kewajiban lzin yang didenkan oleh KPU provinst,
KPU kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan lugas, wewenang, dan kewzjiban lain yang diberkan oleh peraturan
perundang-undangan.

*PS mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban:

- #

O a0 o

-

P

q

membanty  KPU provinsi, KPU kabupatenkola, dan PPK dalam melakukan
pemutekhiran daia pemitih, cafiar pemiih sementara, daftar pemitih tambahan, dan
dafiar pemilh tetap:

membentuk KPPS;

mengangkat staf sekrelanal danjalau petugas pemutakhican dala pemitih;
menyusun dan meagumumian dafiar pemilih sementara:

menenma masukan darn masyaraka! tentang daftar pemitih sementara:

melakukan perbaikan dan mengumumxan hasil perbaikan daflar pemilih sementara dan
pemilh tambahan;

mencizpkan hasi! perbakan dafar pemilth semeniara dan pemdh tambahan
sebagamana dimaksud pada huruf f untuk menjad: daftar pemilh tetap:

- mengumumkan daflar pemidih teiap sebagamana dunmaksud pada huruf  gan

melaporkan kepaca KPU kabupatervkota melzlui PPK;
menyampakan dafiar pemith kepadga PPK;

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemuiu di tingkat desa/kelurahan yang
teiah citetapkan coleh KPU preving:, KPPU kabupaten/kota |, dan PPK:

- Mengumumxan hasil penghilungan suara dan selurch TPS di wilayah kerjanya;

menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang diterima dari KPPS,

meneruskan kolak suara dan setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah
terkumpuinya kelek suara dan setizp 1PS dan tidak memiiki kewenzngzn membuka
kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

melaksanahaon sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaian dengan
lugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemily;

melaksanakan tugas. wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan cleh KPU provinsi,
KPU katupateniketa, dan PPK sesuai Cengan peraturan perundang-undangan: dan

melaksanakan lugas, wewenang. dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.

KPPS mempunyar lugas, wewenang, dan kewajiban’

mengumuman dan menemgelxan dafiar pemilih tetap di TPS;

menyerahkan daftar pemith telap kepada saksi pasangan calon yang hadir,
melaksanakan pemunguian dan penghitungan suara di TPS;

mengumumsan hasil penghitungan suara ¢i TPS;

memndaklanull dengan segera emuan dan laporan yang disompakan oleh saksi
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I

pusungan calon dan masyarakal pada han pemunguian sudfa,

menjaga can mengamankan keutuhan kotak svara sebelum pemungutan suara
maupun setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

. membuat berita acara pemungulan dan penghitungan suard seda  sertifikat hasi

penghilungan suara dan menyerahkan kepada sakst pasangan cakon yang hadu.

. menyerahkan 1 (salu) rangkap hasil penghitungan suara kepada PPS.

menyerahkan kolak suara tersege! yang besist sural suara dan sertfikal hasil
penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama,

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang d:ibenkan cleh KPU provinsi,
KPU kabupatenkota, PPK, dan PPS sesual dengan peraiuran perundang-undangan:
dan

. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewapban lain yang dibenkan oleh peraturan

perundang-undangan

BAB IV
KEANGGOTAAN PPK, PPS, DAN KPPS

Pasal §
Anggota PPK sebanyak 5 (Ima) orang beraszl dan tokoh masyarakat yang mdependen
Anggeta PPK diangkat dan ditechentikan oleh KPU kabupatenfketa,
Ketua PPK dipith dan dan oleh aﬁggoza PEK

Pasal €
Anggota PPS sebanyak 3 (ige) 0rang berasal can tokoh masyarasal, terdini gen
a. 1 (saw) orang ketua merangxkap anggota, ¢zn
b. 2 (dua) 0rang anagela
Kewa PPS aipish dan dan aleh anggels PPS,

Anggota PPS diangkal dan dioerhentxan oleh KPU kabupatenfxola alas usui bersama
kepalz desakelurahan dan badan permusyawaralan cesa/dewan kelurahan atau sebuian

lainnya.

Pasal 7
Anggeta KPPS sebanyak 7 (fujuh) ¢rang. terdin dar:
2. 1 (salu) crang ketlug merangxap anggola,
b. 6 {enam) orang anggota
Ketua KPPS dipilin dan dan cleh anggota KPPS,

Anggota KPPS diangkal dan diderhentixan oleh PPS zlas nama kewa KPU

kabupaten/kota,

Fengangkatan dan  pembementi2n anggcia KFFS vl dilapoikan Kopace K'Y

kabupaten/kota,

Untuk melaksanakan tugas KPPS. di setiap TPS diperbantukan pelugas keamanan can

satuan Pertahanan SipilPeriindungan Masyaraka!l sebanyak 2 (Cud) crang
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BAB YV
SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS
Pasal g

Warga Negara Republik Indonesia

Berusia paling rendah 25 (dua puluh kma) tahun;

Selia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indenesia Tahun 1945, dan cita-cta Proklamsi 17 Agustus 1945;

Mempunyai intergntas, pribadi yang kual, jujur, dan adi;

Tidak menjadi anggola partai poldk yang dinyatakan dengan surat pernyatan yang sah
alau sekurang-kurangnya dalam jangka waklu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota
pariai politik yang dibuklixan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;

Berdomisik di wilayah kena PPK, PPS, dan KPPS;

Sehat jasmani dan rohani;

Capat membaca dan menulis dalam bahasa Indoresia;

Terdaftar sebagai pemilh; dan

)) Tdak pemzh dipicana penjara berdasarkan pulusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan lindak pidana yang ciancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun 3atau lebih.

BAB VI
MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS
Pasal 8

Masa kena PPK dimulai paling lambat 21 (du2 puluh salu) har setelah pemberitahuan
OPRD dan berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara;

Masa kerja PPS dimutai paling lambat 21 (dua puluh satu) han setelah pembentahuan
DPRO dan terakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara;

Masa kerja KPPS dimulai paling lambat 20 (duaputuh) han sebelum pemungutan suara
dan berakhir pating lambat 15 (kma belas) hari setelah pemungutan suara.

BAB Vil
SEKRETARIAT PPK, PPS, DAN KPPS
Pasal 10

Dalam melaksanakan {ugasnya, PPK dibantu oleh sekrelarnial yang dipmpin oleh seorang
sexrelans dan pegawai negern sipil yang memenuhi persyaratan.

PPK melalui KPU kabupatenvkola mengusutkan 3 (liga) nama calon sekrelans PPK
kepada bupalvwaikola untuk selanjulnya dipithh  dan ciletapkan satu nama sebagal
sekretaris PPK dengan keputusan bupati/vaalikota.

Secobelum mengusulkan tiga nama calon sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) di
alas, sccara koleklif PPK dapal berkonsuliasi dengan sekrelaris daerah.

Sokrotanat PPK, tordin atas-
a1 (saw) ocang sekrelans;
b. 1 (satu) crang staf sekretanat urusan teknis penyelenggaraan;
¢ 1 (satu) orang staf sekrelanat urusan tata usaha dan keuangan,
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d. 1 (sal) orang staf sckretariat urusan logistik Pemilu: dan
¢ 1 (satu) orang PUMK (pcmegang vang muka kena).

(5) Staf sekretanat sebagaimana dimakswd pada ayat (4) di atas, diangkat dan diverhentikan
oleh camat atas usul PPX.

(6) PUMK diangkat dan diverhentikan cleh Ketua KPU provinsi atas usul PPK melalui KPU
kabupaten/kola.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan lugasnya, PPS disantu cieh 3 (liga) orang sgaf sekrelarial yang
berasal dan perangkal cesaikelurahan yang diangkat dan diberhentkan cleh PPS atas

usul kepala desalturah;

(2) Staf sekretarial sebagaimana dimzksud ayat (1) bertugas menyiapkan urusan teknis
penyelenggaraan, urusan tata usaha’kevangan, serlz bertugas melakuxan pemulakhiran

data pemilih

BAB VI
MASA TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 12

(1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
(?) Masa lugas sekretanat PPS sama dengan masa tugas PPS.

BAB IX
TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS

Pasal 13

(1) Ketua PPK mempunya ugas:

4

G n o

MmN - &

melakukan evaluasi dan membuat laporan kegialan scliap tahapan penyclenggaraan
Pemilu ¢i wilayah kenanya;

Memimpin kegiatan PPK;

mengundang anggota untuk menghacin rapat PPK;

memaniau kegiatan PPS;

melakukan koorcinasi dengen pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menancalangan derita acara dan sertifikat rekapilulasi penghitungan suara,;

menyerahkan 1 (salu) eksemplar saknan benta acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghilungan suara masing-masing kepada saksi pasangan calon dan Panwas
kecamatan yang hadir, dan

melaksanakan keguatan lain yang dianggap perlu unluk kelancaran penyelenggaraan
pemilihan sesuai yang ditentukan oleh KPU provinsi.

{2) Anggola PPK mempunyai lugas.
a. menghagiri rapat;
b. menandalangan: berila acara dan sertifikal rekapilulasi penghilungan suara bersama

ketua PPK;
memantau kegiatan PPS bersama ketua PPK; dan
melaksanakan lugas sesudi dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.
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Pasal 14
Sekretaris PPK mempunyar lugas:

3 melaksanakan urusan tekns penyelenggaraan, urusan tata usaha. urusan keuangan,
dan urusan logistik;

) memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK,

mem:mpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK:

3 melaksanakan lugas yang ditentukan oleh PPK: dan

memberikan pendapat dan saran kepada PPK.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK.

L¥d

w

Pasal 15
Urusan teknis penyelenggaraan mempunyai lugas menyiapkan data pemilih, TPS, logistik
serta date pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pem:Lhan,

Urusan tata usaha dan keuangan mempunyai lugas menangani urusan surat-menyural,
gengarsipan, pembiayaan dan perianggungjawadan keuangan serta menyimpan bukl kas
pembiayaan pemihan untuk kegiatan PPK:

Urusan  logistk  pemitihan  mempunyai lugas menernma, mencatal, menyimpan,

wemeihara, mendistnbusikan dan melaporkan logistk pemithan sebelum dan sesucdah

permilthan,

Dalam melaksanakan iugasnya, staf sexretariat bertanggung jawab kepada sekrelaris

PPK

PUMK mempunyai tugas

a. melaksanakan pembayaran setelah menchi kelengkapan dan menguji kebenaran
perhitungan tagihan sena mengkap kelersediaan ¢ana sesuai dokumen anggaran dan
penntah bayar atasan langsung bendahara;

b wapb mengadakan pencalatan/pembukuan secara lerib dan teratur ierhadap selap
transzkst penermaan dan pengeluaran seda penyetoran pajak;

Lerlanggung jawad atas i dan keselamatan kas yang dikelola,
bertanggung jawad secara prbadi atas pembayaran yang dilaksanzkan;
memyual laperan real:asi penerimaan dan pengeluaran kas; ¢an

bertanggung jawab alas pelaksanaan ugas kepada bendahara pembaniu yang
diketzhui cleh PPK.

~® aeo

Pasal 16
Ketua PPS mempunyai tugas:

mermimpin kegialan PPS:
mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS:

memantau kegiatan KPPS;

malakiukan kanardinoci dannan p:hok tervail untub ketancarnn polakaangen tuyas,
melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan
pemilhan sesya dengan kebiakan yang ddentukan cleh KPU kabupalen/kota

cao oD
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Anggota PPS mempunyai tugas:

a. menghadusi rapat;

b. memantau kegiatan KPPS bersama ketua PPS, dan

¢ melaksanakan lugas sesu2i dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal17
Sckretariat PPS memgpunyai tugas:

a. melaksanakan urusan lekms penyelenggaraan, urusan 1ala usaha, urusan keuangan,
dan urusan icgistik;

memfiasilitasi pelaksanaan tugas PPS;

melakuxan pemutakhiran data pemikh;

melaksanakan lugas yang diteatukan oleh PPS;

¢. memberikan pendapat dan saran kepada PPS

Sckrelanat PPS dipimpin oleh seorang sekrelaris yang diangkat dan diberhentkan cleh
PPS

Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS berlanggung jawab kepada PPS!

aoo

Pasal 18

Urusan feknis penyelenggaraan mempunyail lugas menyiapkan data pemilih, TPS, logistik
serna data pendukung lainnya yang berhubungen cengan pelaksanaan pemilihan;

Urusan tata usaha dan Xeuangan mempunydl lUgas menangant urusan surat-menyural,
pengarsipan, pembiayaan dan pedanggungjawaban keuangan seria menyimpan bukli xas
pembiayaan pemilinan unluk kegiatan PPS.

Dalam melaksanakan tugasnya slaf sexrclanat bentanggung javeab kepada PPS

Pasal 19

Tugas ketua KPPS dalam persizpan  penyeienggaraan pemungulan  suara dan
penghitungan suara adaiah:

a2 membern penjelasan kepada anggola KPPS dan pelugas keamenan TPS lentang tugas:
tuqas yang harus ¢ilaksanakan:

b mengumuimkan tempat dan waklu pClaxsanaan pemungulan suara:

¢ menandatangani surat pembentghvanypanggitan unluk memberkan suaraé kepada
pemitih tetap,

d memimpin kegiatan penyiapan TPS;

e menenma Saksi yang akan benugas ¢ TPS berdasarkan sural mandat yang
ditandatangani oleh lim kampanye;

{  menerima kelengkapan administras: dan logistik pemilihan dan petugas PPS,

Tugas ketua KPPS dalam rapal pemungutan suara d TPS adalah:

memimpin kegiatan KPPS;

memenksa segala kelengkapan pemiihan didampingt pelugas keamanan TPS dun
saksi pasangan calen yang sudah hadir di TPS;

maemmpn pelaksanaan kegialan pemungulan suara;

membuka rapat pemungulan suara tepat pukul 07.C0 waklu setempat;

membacakan sambulan ketva KPU provinss;

mengambdil sumpanijany para anggola KPPS dan saksi yang hadir,

o
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9 menandalangani berita acara pemeriksaan dokumen dan perelatan di TPS bersama-
Sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS:

h. menandalangani sural suara;

1 mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat,

Tugas ketua KPPS dalam rapal penghitungan suara ¢i TPS adalah:

a Mengarzhkan para pemilin untuk duduk dengan teriib bagi yang akan mengikuti
penghilungan suara;

b memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

€ menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghilungan suara bersama-sama
sekurang-kurangnya 2 (dua) ¢rang anggola KPPS:

d memberikan salinan benta 3cara dan sertifikat hasil penghitungan suara 1 (satu)
cksemplar kepada masing-masing szksi pasangan calon yang hadir.

Ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghilungan suara, surat suara,
dan alat kelengkapan administras: pemungulan dan penghitungan suara ¢i TPS kepada
ketwa PPS dengan mendapat pengawalan dan pelugas keamanan TPS setelsh
penghitungan suara selesa: dilaxsanakan di TPS;

Keluz KPPS menyimpan 1(salv) eksemplar berita acara serufkat hasil pengh:iturgan
suara,

Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS berlanggung jawab kepada PPS

Pasal 20
325 anggota KPPS melipuli-
menghacin rapat;
menancatangani benta acara can sertifikal fexapilulasi penghitungan suara bersama ketua
KPPS,
menyampakan Karnu pemilh dan undangan menghadiri pemunguian suara;
menenma kelengkapan administrasi <an legistik penulihan dari PPS:
mempersiapkan pembuatan TPS dan
melaksanakan tugas sesuai cengen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

Pengambilan keputusan PPKPPS dan KPPS dilakukan secara musyawzarah unluk
muflzkat.

Apabila dalam rapat PPK.PPS dan KPPS (idak dapat diambil suatu keputusan secara
musyawarah mufakat, ketua PPK, PPS dan KPPS mengambi kepulusan berdasarkan
Suara lerbanyak.
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BASB XI
TUGAS KEAMANAN

Pasal 22

Petugas keamanan TPS berugas membaniu KPPS unluk mengadakan penjagaan
ketertiban dan keamanan di 1PS atas petunjuk ketuad KPPS,

Datam melaksanakan tugas, petugas keamanan berlanggung jawab kepada ketua KPPS.

o

BAB Xil
ANGGARAN

Pasal 23

Biaya untuk pelaksanaan (ugas KPU kabupatenvkola, PPK, _PPS. dan KPPS d:bepar_\kan pada
anggaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinst Su!gwes;
Selatan dan APBD Pemernntah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007, dan dapa

dibantu dan APBD pemerintah kabupaten/cota.

BAB Xl
PENUTUP

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tangga! ditctepkan

Ditetapkan di - Makassas
Paga tangga! . 6 Juli 2007

KETUA,
1

MAPPINAWANG, S H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

— -~

Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas
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